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abstrak

Data menunjukkan bahwa pergerakan laju pertumbuhan ekonomiIndonesia dalam 5 tahun
terakhir(tahun2008-2012)berturut-turut:5,3%;5,4%;6,9%;6,5%;dan6,4%relatifstabildikisaranangka5
-6%namunadakecenderunganmenurun.PenurunaniniselainkarenapengaruhkrisisdiAmerika,Eropa
danTimurTengah,jugaakibatRPJMN maupunRPJPN yangbelum diimplementasikansecarabaik.
Menyadarihalini,PemerintahmengeluarkanPerpresNo.32Tahun2011tentangMasterplanPercepatan
dan Perluasan Pembangunan EkonomiIndonesia (MP3EI)Tahun 2011-2025,untuk mempercepat
capaiantargetpertumbuhanekonomiIndonesiadikisaranangka8-10%pertahun.Dokumeniniharus
dipahamioleh3pilarpelakuMP3EI(pemerintahdanpemerintahdaerah,pelakubisnis,danakademisi)
sebagaidokumenkerjayangkomplemendaridokumenRPJPNTahun2005-2025.

Dalam penerapannya,kebijakan MP3EInampaknya akan dihadapkan pada lima tantangan
kebijakanlainnyayakniOtonomiDaerah,Sistem TransportasiWilayahKawasan,RTRWNdanSistranas,
RTRW Propinsi/Kabupaten/Kota,sertaPengembanganSaranadanPrasaranaMultimoda(infrastruktur
transportasi).Makalah inihanya akan membahas secara konsep pengembangan infrasruktur
transportasidiPropinsiNTT.Permasalahan yang akan dibahas adalah sejauhmana kebutuhan
pengembangan jaringan jalan diNTT,didasarkan pada StandarPelayanan Minimal(SPM)Jalan,
khususnyaaspekaksesibilitasdanmobilitas.

Hasilanalisa menunjukkan bahwa indeks aksesibilitas maupun indeks mobilitas jaringan jalan
eksistinguntukseluruhKabupaten/KotadiNTTtelahmencukupinilaiminimum yangditetapkandalam
SPM jalan,namunbelum terhubungkanantarasatuwilayahdenganwilayahlainnnya.Selainitu,pada
dasarnyaPDRBperkapitadiPropinsiNTTmasihcukuprendahyaknihanyasekitar35% dibandingkan
dengankondisidiIndonesia.Halinimengingatjaringanjalantidakterhubungantarsatuwilayahdengan
wilayahlainakibathambatangeografis(kepulauan).Perluadanyapengembangansaranadanprasarana
multimodasesuaikondisigeografisNTTsebagaiwilayahkepulauan.Khususuntukdaerahperbatasan,
makaperludipertimbangkanuntukpengembangankawasandiMorotaing,Apui,Wini,OelolokdanBetun
sebagaikotadenganHirarki/JenjangIII.

1.PENDAHULUAN

Undang-UndangNomor17Tahun
2007 tentang Rencana Pembangunan
JangkaPanjangNasional(RPJPN)Tahun
2005–2025sesungguhnyamemilikiaras
dantujuanpemeritahgunameningkatkan
dayasaingperekonomiannasionalyang
lebihsolid.Seiringperjalananwaktu,data
dari website Kementerian Sekretaris
Negara RI menunjukkan bahwa

pergerakan laju pertumbuhan ekonomi
Indonesiadalam 5tahunterakhir(tahun
2008-2012) berturut-turut: 5,3%; 5,4%;
6,9%;6,5%;dan6,4%.Daridatatersebut
memang angka pertumbuhan ekonomi
Indonesiarelatifstabildikisaranangka5-
6% namunadakecenderunganmenurun
akibat pengaruh ekonomi global.
Menyadari hal ini, Pemerintah terus
mendorong dan mengambil sikap



antisipatifdan langkah kebijakan untuk
mempercepat capaian target
pertumbuhanekonomiIndonesiadengan
scenario optimis di kisaran angka
pertumbuhan8-10%.

Tahun 2011 terjadi penurunan
angka pertumbuhan ekonomiIndonesia
dari6,9% ke6,5% bahkanterusmenurun
kelevel6,4%ditahun2013,selainkarena
pengaruh krisis diAmerika,Eropa dan
Timur Tengah, juga diakibatkan oleh
RPJMN maupun RPJPN yang belum
diimplementasikan secara baik. Untuk
menekan laju penurunan,
mempertahankandiridariserangankrisis
(trauma 1998), sekaligus juga
mempercepat pembangunan maka
PemerintahmengeluarkanPerpresNo.32
Tahun 2011 tentang Masterplan
PercepatandanPerluasanPembangunan
EkonomiIndonesia(MP3EI)Tahun2011-
2025.Dokumeninisesungguhnyaharus
dipahami oleh 3 pilar pelaku MP3EI
(pemerintah dan pemerintah daerah,
pelaku bisnis,dan akademisi)sebagai
dokumenkerjayangkomplementer,bukan
pengganti,daridokumen RPJPN Tahun
2005-2025.

Perlu dipahamibersama bahwa
MP3EI sebagaimana dimaksud dalam
Perpres No.32 Tahun 2011,Pasal2,
berfungsisebagai:(i)acuanbagimenteri
dan pimpinan lembaga pemerintah
nonkementerian untuk menetapkan
kebijakan sektoral dalam rangka
pelaksanaan percepatan dan perluasan
pembangunan ekonomi Indonesia di
bidang tugas masing-masing, yang
dituangkan dalam dokumen rencana
strategis masing-masing
kementerian/lembaga pemerintah
nonkementerian sebagai bagian dari
dokumen perencanaan pembangunan;
dan (ii) acuan untuk penyusunan
kebijakan percepatan dan perluasan
pembangunan ekonomiIndonesia pada
tingkat provinsi dan kabupaten/kota
terkait. Jadi dokumen MP3EI adalah
dokumen acuan penyusunan kebijakan
sektoralsekaligussebagaidokumentak

terpisahkan daridokumen perencanaan
pembangunan.

Keseriusan pemerintah juga
ditunjukkan melalui instruksi langsung
PresidenRIkepada3pilarpelakuMP3EI
yaitupemerintahdanpemerintahdaerah,
pelaku bisnis, dan akademisi, yang
mampu menghasilkan sekurang-
kurangnyainvensi(belum dapatdisebut
inovasijikabelum sampaikepengguna)
agarmendukungpengembanganprogram
utamadisetiapkoridorekonomi.Bahkan,
dana pun telah dialokasikan kepada 3
pilar tersebut dan jika disinergikan
tentunya akan dapat mempercepat
pencapaian tujuannya yaitu percepatan
dan perluasan pembangunan ekonomi
Indonesia. Percepatan dan perluasan
pembangunan ekonomi ini dilakukan
melaluipengembangan8program utama
yaitu pertanian,pertambangan,energi,
industri, kelautan, pariwisata, dan
telematika,sertapengembangankawasan
strategis,serta melingkupi22 kegiatan
ekonomiutamadidalamnya.

StrategipelaksanaanMP3EIpada
prinsipnya adalah dengan
mengintregasikan 3(tiga)
elemenutama,yaitu(1)mengembangkan
potensiekonomiwilayah di6 Koridor
Ekonomi;(2) memperkuat konektivitas
nasionalyang terintregasisecara lokal
dan terhubung secara global (locally
integrated, globally connected); (3)
memperkuatkemampuan sumberdaya
manusia(SDM)danipteknasionaluntuk
mendukung pengembangan program
utama di setiap koridor ekonomi.
Tentunya,dengan melihat antusiasme
pemerintahRIatasprogram inimakaada
hal menarik yang penulis ingin
menggugah sekaligus membahasnya
dalam makalahiniadalahterkaitdengan
konsep penerapan program ini.Halini
terutama bilamana dikaitkan dengan
karakteristik Wilayah Propinsi Nusa
Tenggara Timur(NTT)sebagaisebuah
propinsi kepulauan sekaligus propinsi
terluar dan terdepan yang berbatasan
denganNegaraTimorLestedanAustralia.



2.KERANGKAKEBIJAKANMP3EI

Dalam rangka merumuskan strategidan
kebijakan,MP3EImempertimbangkanPosisi
geo-strategisIndonesiadalam skalaregional
maupunglobal.Posisigeo-strategistersebut
membentukkeunggulandankeunikanmasing
-masingpulaubesaryangakanmenjadipilar
utama dalam rangka mencapaivisi2025.

Perwujudannya dapat dimaknai dengan
pendefinisianperanstrategismasing-masing
pulau besaryang nantinya membentuk 6
koridor ekonomi. Dengan demikian,
pengembangan6koridorekonomi(Gambar1)
harus diselenggarakan secara terintegrasi,
tidak terpisah-pisah untuk memaksimalkan
percepatan dan perluasan pembangunan
ekonomidiseluruhtanahair.

Gambar1Pengembangan6KoridorEkonomiIndonesia
(Sumber:KementerianKoordinatorBidangPerekonomian,2011)

Berdasarkan 6 koridor
pengembanganekonomiIndonesiamaka
masing-masing koridor ekonomi
dipetakan pula menurut tema
pembangunan didasarkan pada
keunggulandanposisistartegismasing-
masing wilayah serta sebaran kegiatan
utamapengembanganekonominya.Tema
pembangunan masing-masing koridor
ekonomi berikut sebaran kegiatan
utamanyaadalah:

1.Koridor Sumatera, dengan tema
pembangunannya yakni sentra
produksidanpengolahanhasilbumi
danlumbungenergynasional.Sebaran
kegitanutamanyaadalahkelapasawit,
karet,batubara,besi-baja,JSS;

2.Koridor Jawa, dengan tema
pembangunannya yakni pendorong
industridan jasa nasional.Sebaran
kegitan utamanya adalah indsutri
manufaktur-mineral, tekstil,
permesinan transportasi,perkapalan,
alutsista,telematika,danmetropolitan
jabodetabek;

3.KoridorKalimantan,dengantemanya
yaknipusatproduksidanpengolahan
hasiltambang,sertalumbungenergi
nasional, berikut sebaran kegiatan
utamanyapadakelapasawit,batubara,
alumina/bauksit, migas, perkayuan,
danbesi-baja;

4.Koridor Sulawesi,dengan temanya
adalahpusatproduksidanpengolahan
hasil pertanian, perkebunan dan
perikanan,serta pertambangan nikel
nasional;

5.KoridorBali-Nusa Tenggara,dimana
tema pembangunannya adalah pintu
gerbang pariwisata dan pendukung
pangan nasional.Sebaran kegiatan
utama koridoriniadalah pariwisata,
peternakan,danperikanan;serta

6.Koridor Papua-Kepulauan Maluku,
dengan tema pusatpengembangan
pangan, perikanan, energi dan
pertambangan nasional, dimana
sebaran kegiatan utama koridorini
meliputi food estate, tembaga,



peternakan, perikanan, migas, dan
nikel.

Dengandemikian,sesuaifungsinyamaka
sesungguhnya diharapkan ke-3 pilar
pelaku MP3EI (pemerintah dan
pemerintah daerah,pelaku bisnis,dan
akademisi)dapatmenjadikan dokumen
MP3EIsebagaiacuan untuk menyusun
dan menetapkan kebijakan sektoral
pembangunan dalam dokumen
perencanaan pembangunan guna
percepatandanperluasanpembangunan
ekonomiregionalatau wilayah sebagai
bagian tak terpisahkan darisemangat
pembangunanekonomiIndonesia.

3.KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
INFRASTRUKTURTRANSPORTASI

4.2 Interaksi Pengembangan
Infrastruktur dan Pembangunan
Ekonomi

Berbicara mengenai pertumbuhan
ekonomi tentunya tidak terlepas dari
peran pembangunan ekonomi dan
pentingnya dukungan infrastruktur
(termasuk transportasi) sebagai
katalisator pembangunan. Widayatin
(2005) memaparkan beberapa contoh
kasuspentingnyaperaninfrastrukturbagi
pembangunanekonomi,misalnya:
(1)PresidenHoover,USA1930,menolak

membangun infrastruktur,maka hal
yang terjadi adalah: Pengangguran
meningkatdari8Juta->15Jutaorang,
PendapatannasionalturundariUSD
82 -> USD 40 Milyar,Harga saham
jatuh80%,Produktivitasnasionalturun
50%;

(2)PresidenRoosevelt,penggantiHoover,
USA1933,mengembangkanprogram
infrastrukturdengan judul“the New
Deal”, hasilnya adalah: mampu
memberitambahan lapangan kerja
bagi 6 Juta orang, pendapatan
nasionalnaikdariUSD40M keUSD
60Milyar;

(3)Belanda,padamasakrisisdieratahun

1930-an, tetap fokus untuk
membangunjalan,tanggul,dankanal.
Hasilnya adalah industri bahan
bangunanmeningkatberdampakpada
peningkatan industrijasa konstruksi,
demikian akhirnya memicu
pertumbuhanindustriperalatanberat.

(4)Inggris,AfrikaSelatan,danbeberapa
negara lain,bahkan Negara Asean
seperti Singapura, Malaysia, dan
terakhirVietnam maju sangatpesat
akibat keseriusan pemerintahnya
dalam menerapkan kebijaksanaan
pengembanganinfrastruktur.

Gambaran diatas sesungguhnya hanya
sebagian kecilfakta yang bukan untuk
menakuti tetapi untuk menunjukkan
betapa pentingnya infrastruktursebagai
alat pengembangan wilayah
(infrastructure as tool as regional
development). Dalam memacu
pertumbuhanekonomisuatunegarayang
tentunya dimulai dari pengembangan
suatuwilayah.

4.2 Kebijakan Pengembangan
InfrastrukturTransportasi

Pengembangan infrastruktur
transportasisesungguhnyatidakterlepas
dari pengembangan sistem jaringan
transportasi.Ketersediaan infrastruktur,
sepertijalan,pelabuhan,bandara,sistem
penyediaantenagalistrik,irigasi,sistem
penyediaan air bersih, sanitasi, dan
sebagainya merupakan SocialOverhead
Capital. Sebagai modal sosial maka
infrastruktur memilikiketerkaitan yang
sangat kuat dengan tingkat
perkembangan wilayah, antara lain
dicirikanolehlajupertumbuhanekonomi
dan kesejahteraan masyarakat. Hal
tersebut dapat dilihat dari kenyataan
bahwa daerah yang mempunyai
kelengkapan sistem infrastruktur yang
lebih baik, mempunyai tingkat laju
pertumbuhanekonomidankesejahteraan
masyarakatyang lebih baik pula,bila
dibandingkan dengan daerah yang



mempunyai kelengkapan infrastruktur
yang terbatas.Dengan demikian maka
penyediaan infrastruktur merupakan
faktor kunci dalam mendukung
pembangunannasional.

Dalam leveloperasional,sejumlah
permasalahan kebijakan pengambangan
infrastruktur transportasi di tingkat
propinsi/kabupaten/kota membutuhkan
adanya program penanganan yang
terpadu. Seharusnya,skema kebijakan
dan program jangka pendek “idealnya”
merupakanbagiandariskemakebijakan
jangka panjang dari rencana
pengembangan sistem jaringan
transportasisecarakeseluruhan.Halini
mengharuskan adanya dokumen
perencanaan strategis terkait dengan
sistem transportasi wilayah. Dalam
rangka membentuk suatu Sistem
Transportasi Wilayah (sistrawil) yang

terpadu dan berkesinambungan,maka
pemecahan permasalahan sistem
jaringantransportasiyangadaharusjuga
memperhatikan hal-halsebagaiberikut
(Gambar2).

Masalah dan isu pengembangan
sistem jaringantransportasiwilayahyakni:
(1)Isu otonomidaerah (meningkatkan

perankabupaten/kota);
(2)Sistem TransportasiWilayahkawasan

lebihluas;
(3)RencanaTataRuangWilayahNasional

(RTRWN) dan Sistem Transportasi
Nasional(Sistranas);

(4)RencanaTataRuangWilayahPropinsi
danKabupaten/Kota(RTRW Propinsi
danRTRW Kabupaten/Kota);dan

Pengembangansaranadanprasarana
multimoda.

Gambar2MasalahdanIsuPengembanganSistem JaringanTransportasi
(Sumber:Dardak,2005,diolah)

SeiringdengandiberlakukannyaUU
No.32Tahun2004tentangPemerintahan
Daerah maka akan terjadi perubahan
mendasar dalam pengelolaan sistem
transportasi.Katakanlah dalam proses
perencanaan jaringan transportasi
nasional/propinsitidakdapatlagibersifat
top-down dengan pemerintah
pusat/propinsisebagaiaktorutamanya.
Pendekatanbottom-upakanlebihcocok
untuk mencerminkan adanya
demokratisasidalam prosespengambilan
kebijakan dan desentralisasiwewenang

pemerintahan ke Kabupaten/Kota.
Perubahaninipunakanmengalamisuatu
tantangan tersendiri bila keinginan
pemerintah Kabupaten/Kota sebagai
pemilikdaerahotonom dengankeinginan
”mengatur rumah tangganya sendiri”

dengan kebijakan pengembangan
ekonomi nasional melalui kebijakan
MP3EI.

Untukitu,dalam mengembangkan
kebijakan pengembangan infrastruktur
transportasimakasetidaknyaterdapat2
(dua)halyangharusdiperhatikan,yaitu:



(1)Partisipatif:dengan diberlakukannya
otonomidaerah,makabagaimanapun
juga aspirasi dan keinginan dari
kabupaten/kota harus
dipertimbangkan. Namun demikian,
penyelenggaraannya harus tetap
dalam kontekspengembangansistem
jaringantransportasiwilayahpropinsi
atau nasional termasuk kebijakan
MP3EI. Butir ini mengimplikasikan
bahwa dalam perencanaan program
pengembangan sistem jaringan
transportasi,sekaranginiperluadanya
perubahan strategisetidaknya untuk
menyikapikedua persoalan diatas.
Paradigma perencanaan harus lebih
partisipatif yang mampu
mencerminkan adanya kesepakatan
darisemuapihakyang terlibat,baik
daritingkat nasionaldan propinsi,
maupundarikabupaten/kota.

(2)Bertahap:sesuaidengankemampuan
pendanaan yang ada, maka tidak
memungkinkan semua keinginan
dalam mengembangkan sistem
jaringan transportasi dapat
diwujudkan sekaligus. Untuk itu,
pelaksanaan pembangunan harus
dilakukan seara bertahap sesuai
dengan prioritas. Butir ini
mengimplikasikan perlunya
dikembangkan suatu alat bantu
pengambiankeputusanyangmampu
menyusun usulan program
pengembangan sistem jaringan
transportasisesuaidengan prioritas
yang sudah menjadi kesepakatan
bersamadantelahdicapaipadabutir
(1).

Untuk menyusun daftar prioritas

tersebut, dibutuhkan adanya sejumlah
krirteriayangmampumenyeleksiusulan
yang ada secara fair dan telah
memperhatikan keinginan semua pihak
yang berkepentingan (stakeholders).
Salahsatupendekatanperencanaanyang
memungkinkan diakomodasikannya
sejumlah kepentingan dan sejumlah
kriteria dalam proses pengambilan
keputusan adalah Analisis Multi-Kriteria
(AMK).
4.2 KonsepPerencanaanPartisipatif

Berpulang pada keterkaitan antara
kebijakanpengembangantataruang,MP3EI
dan sistem jaringan transportasi dan
berlakunya otonomidaerah,maka strategi
kebijakan pengembangan sistem jaringan
transportasisudahharusmulaimeninggalkan
pendekatan top-down,dengan pemerintah
pusatsebagaiaktorutamanya.Pendekatan
haruslebihbanyakmenggunakanpendekatan
bottom-up sehingga lebih mencerminkan
adanya demokratisasi dalam proses
pengambilan kebijakan dan desentralisasi
wewenangpemerintahan.Selainitu,strategi
kebijakanpengembangansistem transportasi
wilayah (sebagai tulang punggung
pengembangan ekonomi wilayah) yang
melibatkan banyak pihak sebagai suatu
committed master-plan sudah harus
dilaksanakan. Halinimengingat bahwa
keterkaitanantarasektortransportasidengan
sektor kewilayahan maupun
pengembangannya mengharuskan
pengelolaannyatidakbisadilakukanolehsatu
pihakyangberwenang.



Gambar3UsulanPenyusunanKonsepSistem TransportasiWilayahTerpadu
(Sumber:LP-ITB,2001,diolah)

Namun demikian sesuai dengan
konsep Sistranas yang terpadu secara
nasional, maupun pengembangan
ekonomimelaluikebijakanMP3EI,maka
pengembangan sistem jaringan
transportasiditingkatdaerahharustetap
mengacukepadapolatataruang,sistem
transportasidan koridorpengembangan
ekonomi secara nasional. Hal ini
menunjukkan aspek perencanaan yang
bersifat top-down, di mana konsep
pengembangan secara makro ditingkat
pusatharustetapdiacu.Dengandemikian,
pengembangan system jaringan
transportasiwilayah ditingkatpropinsi
dan tingkat di bawahnya sebaiknya
dilakukan sebagai gabungan antara
pendekatanbottom-updengantop-down.

Secara top-down masalah dapat
diidentifikasi dari kesenjangan antara
kondisi yang menjadi harapan/tujuan
dengankondisiyangterjadisekarang.Bila
diinginkanterukur,makacakupantujuan
atau harapan yang sifatnya selalu
kualitatifatauabstrakperluditerjemahkan
menjaditujuan yang terukur(quantified
objective), berupa indikator-indikator
kinerja sistem. Secara umum usulan
konsep dapat divisualisasikan melalui
Gambar 3. Konsep berawal dengan
menangkapkonsepsiotonomidaerahdan
kebijakan MP3EIsebagaimasukan dari
rencana pengembangan wilayah
Kabupaten/Kota yang akan menjadi
masukan utama dalam menyusun
kerangka pengembangan Sistem
TransportasiWilayahPropinsi.

4.2 AnalisisMulti-Kriteria(AMK)Dalam
PengembanganKonsepSistrawil

Pengambilan keputusan dalam
perencanaan sistem transportasiakan
dihadapkan kepada sejumlah variabel
yang kompleks sesuaisifatke-multi-an
dari sistem transportasi. Setidaknya
keputusan yang diambilharus mampu
mencerminkan adanya kompromi, di
mana kehendak (aspirasi) daerah
kabupaten/kotaharusdipadukandengan
kebutuhanpropinsiuntukmenyelaraskan
aspirasitersebutsecaralintasdaerahdan
lintas sektoral. Hal ini menjadi lebih
kompleks karena Propinsimengemban
tugas dari pusat untuk
mengkoordinasikan pengembangan
sistem transportasididaerah sehingga
menjalinsistem transportasiyangterpadu.
Selainbatasannormatifdiatasterdapat
juga batasan teknis yang harus
dipertimbangkan seperti kebutuhan
perjalanan,biayapenyediaan/konstruksi/
operasi,danbesarnyamanfaatekonomi
yang ditimbulkan dari usulan-usulan
pengembanganyangdiajukan.Disamping
itu, dalam konteks pengembangan
wilayah,sistem transportasiharus pula
dilihat kinerjanya dalam mendukung
pengembangan kawasan andalan yang
ditetapkan.

Analisis Multi Kriteria (Multi Criteria
Analysis)merupakan alternatifteknik yang
mampu menggabungkan sejumlah kriteria
denganbesaranyangberbeda(multi-variable)
dan dalam persepsi pihak terkait yang
bermacam-macam (multi-facet). Dalam
penelitian initeknik analisis multikriteria
digunakan untuk menganalisis dan
melakukan prioritasi terhadap sejumlah
usulan pengembangan sistem transportasi
yang digalidaridaerah.Bagan aliranalisis
multikriteriainidisampaikanpadaGambar4.



Alternatif usulan pengembangan diperoleh
darihasilsurveikedaerahdanpropinsi,yang
kemudian dengan modeltransportasiakan
diperkirakan kinerjanya sepanjang waktu
tinjauan. Tampilan kinerja tersebut akan
dinilaioleh para pakar(expertjudgement)
terhadap kriteria pengembangan yang
disarikandarikonseppengembanganjaringan
jalan,seperti dari Sistranas,RTRW,dan
kebijakan lainnya. Kriteria pengembangan

dipersepsikan kepada para pengambil
keputusan didaerah untuk menghasilkan
bobotrelatiftingkatkepentinganantarkriteria.
Melalui proses AMK akan diperoleh
perangkingan antarprioritassesuaidengan
kemampuannya dalam memenuhi tingkat
kepentingankriteriayangdikembangkan.

Gambar3UsulanPenyusunanKonsepSistem TransportasiWilayahTerpadu
(Sumber:LP-ITB,2001,diolah)

Namun demikian sesuai dengan
konsep Sistranas yang terpadu secara
nasional, maupun pengembangan
ekonomimelaluikebijakanMP3EI,maka
pengembangan sistem jaringan
transportasiditingkatdaerahharustetap
mengacukepadapolatataruang,sistem
transportasidan koridorpengembangan
ekonomi secara nasional. Hal ini
menunjukkan aspek perencanaan yang
bersifat top-down, di mana konsep
pengembangan secara makro ditingkat
pusatharustetapdiacu.Dengandemikian,
pengembangan system jaringan
transportasiwilayah ditingkatpropinsi
dan tingkat di bawahnya sebaiknya
dilakukan sebagai gabungan antara
pendekatanbottom-updengantop-down.

Secara top-down masalah dapat
diidentifikasi dari kesenjangan antara
kondisi yang menjadi harapan/tujuan
dengankondisiyangterjadisekarang.Bila
diinginkanterukur,makacakupantujuan
atau harapan yang sifatnya selalu
kualitatifatauabstrakperluditerjemahkan
menjaditujuan yang terukur(quantified

objective), berupa indikator-indikator
kinerja sistem. Secara umum usulan
konsep dapat divisualisasikan melalui
Gambar 3. Konsep berawal dengan
menangkapkonsepsiotonomidaerahdan
kebijakan MP3EIsebagaimasukan dari
rencana pengembangan wilayah
Kabupaten/Kota yang akan menjadi
masukan utama dalam menyusun
kerangka pengembangan Sistem
TransportasiWilayahPropinsi.

4.2 AnalisisMulti-Kriteria(AMK)Dalam
PengembanganKonsepSistrawil

Pengambilan keputusan dalam
perencanaan sistem transportasiakan
dihadapkan kepada sejumlah variabel
yang kompleks sesuaisifatke-multi-an
dari sistem transportasi. Setidaknya
keputusan yang diambilharus mampu
mencerminkan adanya kompromi, di
mana kehendak (aspirasi) daerah
kabupaten/kotaharusdipadukandengan
kebutuhanpropinsiuntukmenyelaraskan
aspirasitersebutsecaralintasdaerahdan



lintas sektoral. Hal ini menjadi lebih
kompleks karena Propinsimengemban
tugas dari pusat untuk
mengkoordinasikan pengembangan
sistem transportasididaerah sehingga
menjalinsistem transportasiyangterpadu.
Selainbatasannormatifdiatasterdapat
juga batasan teknis yang harus
dipertimbangkan seperti kebutuhan
perjalanan,biayapenyediaan/konstruksi/
operasi,danbesarnyamanfaatekonomi
yang ditimbulkan dari usulan-usulan
pengembanganyangdiajukan.Disamping
itu, dalam konteks pengembangan
wilayah,sistem transportasiharus pula
dilihat kinerjanya dalam mendukung
pengembangan kawasan andalan yang
ditetapkan.

Analisis Multi Kriteria (Multi Criteria
Analysis)merupakan alternatifteknik yang
mampu menggabungkan sejumlah kriteria
denganbesaranyangberbeda(multi-variable)
dan dalam persepsi pihak terkait yang
bermacam-macam (multi-facet). Dalam

penelitian initeknik analisis multikriteria
digunakan untuk menganalisis dan
melakukan prioritasi terhadap sejumlah
usulan pengembangan sistem transportasi
yang digalidaridaerah.Bagan aliranalisis
multikriteriainidisampaikanpadaGambar4.
Alternatif usulan pengembangan diperoleh
darihasilsurveikedaerahdanpropinsi,yang
kemudian dengan modeltransportasiakan
diperkirakan kinerjanya sepanjang waktu
tinjauan. Tampilan kinerja tersebut akan
dinilaioleh para pakar(expertjudgement)
terhadap kriteria pengembangan yang
disarikandarikonseppengembanganjaringan
jalan,seperti dari Sistranas,RTRW,dan
kebijakan lainnya. Kriteria pengembangan
dipersepsikan kepada para pengambil
keputusan didaerah untuk menghasilkan
bobotrelatiftingkatkepentinganantarkriteria.
Melalui proses AMK akan diperoleh
perangkingan antarprioritassesuaidengan
kemampuannya dalam memenuhi tingkat
kepentingankriteriayangdikembangkan.

Gambar4ProsesAMKdalam PenyusunanKebijakanPengembangan
Sistem TransportasiWilayah(Sistrawil)

(Sumber:Tamin,2000)

4.KONSEP PENGEMBANGAN
INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI DI
PROPINSINUSATENGGARATIMUR

Sistem transportasi merupakan

prasarana dasar (basic infrastructure)
bagipelayananmasyarakat(publicservice)
yang dampaknya bersifat multi-
dimensional.Kemultianpenyelenggaraan
sistem transportasi,tidak hanya terkait
dengan sistem multi-moda yang



menyatukan serangkaian moda
transportasi:darat,laut,danudara,tetapi
dalam perencanaannya juga harus
mencerminkan keputusan yang dapat
diterimasemuapihakyangmemilikicara
pandang yang berbeda (multi-facet),
dengan mempertimbangkan variabel
dampak dan manfaat yang beragam
(multi-variables), melibatkan sejumlah
pihak/insitusiyangmencerminkanaspek
multi-sektoral.

4.1 Identifikasi Kebutuhan
Pengembangan Infrastruktur Jalan di
NTT

Untuk mengidentifikasi kebutuhan
penanganan jalan N/P, maka diperlukan
adanyaanalisismengenaikondisifisikdan

pelayananjalanyangadasaatini.Sehingga
atasdasaranalisisiniakan dapatdisusun
kebutuhan pengembangan jalan di masa
datang.Dalam idealisasipengembanganjalan
sebagaisistem infrastruktur dasar (basic
infrastructure)makadieraotonomidaerah,
pemerintah pusat telah mendelegasikan
sejumlah kewajiban pelayanan masyarakat
kepada pemerintah daerah.Dalam halini
untuk menjaga terpenuhinya kualitas
pelayanan kepada masyarakat,khususnya
yang terkait dengan transportasi jalan,
instansiteknisterkait(KementerianPU)telah
mengeluarkan SPM (standar pelayanan
minimum) jalan. SPM jalan ini secara
konseptualdiharapkan menjadisalah satu
acuan bagi pemerintah daerah untuk
mengembangkaninfrastrukturjaringanjalan
diwilayahnya(Tabel2).

Tabel2SPM JaringandanRuasJalandiIndonesia

No.
Bidang

Pelayanan

StandarPelayanan

KeteranganKuantitas
Kualitas

Cakupan Konsumsi/Produksi

1. II. JaringanJalan

A.Aspek
Aksesibilitas 

seluruh
jaringan

KepadatanPenduduk
(jiwa/km2)

Indeks
Aksesibilitas

Panjang
jalan/luas

(km/km2)

sangattinggi>5000 >5

tinggi>1000 >1.5

sedang>500 >0.5

rendah>100 >0.15

sangatrendah<100 >0.05

B.Aspek
Mobilitas

seluruh
jaringan

PDRBperkapita(juta
rp/kap/th)

IndeksMobilitas
panjang

jalan/
1000

penduduk

sangattinggi>10 >5

tinggi>5 >2

sedang>2 >1

rendah>1 >0.5

sangatrendah<1 >0.2

C.Aspek
Kecelakaan

seluruh
jaringan

pemakaijalan
IndeksKecelakaan

1

Kecelakaan/
100.000km.

kend.
KepadatanPenduduk

(jiwa/km2)

IndeksKecelakaan
2

kecelakaan/
km/

tahun

sangattinggi>5000

tinggi>1000

sedang>500

rendah>100

sangatrendah<100

2  III. RuasJalan



A. Kondisi
Jalan

LebarJalan
Min.

VolumeLalulintas
(kend/hari)

KondisiJalan

2x7m lhr>20000
sedang;iri<6;rci>

6.5

7m 8000>lhr>20000
sedang;iri<6;rci>

6.5

6m 3000>lhr>8000
sedang;iri<8;rci>

5.5

4.5m lhr<3000
sedang;iri<8;rci>

5.5

B.Kondisi
Pelayanan

Fungsi
Jalan

PenggunaJalan
KecepatanTempuh

Min
arteri

primer
lalulintasregional

jarakjauh
25km/jam

kolektor
primer

lalulintasregional
jaraksedang

20km/jam

lokalprimer lalulintaslokal 20km/jam

arteri
sekunder

lalulintaskotajarak
jauh

25km/jam

kolektor
sekunder

lalulintaskotajarak
sedang

25km/jam

lokal
sekunder

lalulintaslokalkota 20km/jam

Sumber:DepartemenKimpraswil,2001

SPM di bidang jalan ini
dikembangkan dalam sudut pandang
publiksebagaipenggunajalan,dimana
ukurannyamerupakanindikatorumum
(common indicator) yang diinginkan
oleh pengguna. Basis SPM
dikembangkandaritigakeinginandasar
penggunajalan,yakni:

(1) kondisi jalan yang baik
(tidakadalubang)

(2) tidak macet (lancar
sepanjangwaktu),dan

(3)dapatdigunakansepanjangtahun
(tidakbanjirwaktumusim hujan)

4.2Aspek Aksesibilitas Jaringan
JalandiPropinsiNTT

Aspek aksesibilitas terkait dengan
kemudahan suatu wilayah untuk
dijangkau,tentusajadalam halinimelalui
jaringanjalanyangada.Dalam pengertian
tersebut, maka satuan SPM-nya pun
berupaproporsiantarapanjangjalanyang

tersediadenganluasanwilayahdaratan
yang harus dilayani atau secara
dimensionaldipresentasikanolehbesaran

km jalan/km2 wilayah. Besarnya nilai
aspek aksesibilitas atau lebih dikenal
sebagaiindeksaksesibilitasdivariasikan
berdasarkan kepadatan penduduk di
wilayah tersebut,artinya bahwa tingkat
kepadatan pendudukyang berbeda dari
beberapa wilayah akan membedakan
tingkatkebutuhanjaringanjalan.Tabel3
menyajikan hasil analisis aksesibilitas
jaringanjalandisetiapKabupaten/Kotadi
NTT. Secara umum, untuk seluruh
Kabupaten/Kota diNTT terlihatbahwa
jaringanjalanyangadadipropinsiini,bila
dilihatdarisisikuantitasrelatifterhadap
luas wilayah dan kepadatan penduduk
maka kebutuhan jaringan jalan telah
mencukupiatau diatas nilaiminimum
yangditetapkandalam SPM jalan.

Tabel3IndeksAksesibilitasJaringanJalandiSetiapKabupaten/KotadiPropinsi



NTT

No Kab/Kota
Luas

Penduduk Panjan
g

Indeksaksesibilitas
(km/km2)

(km2) Jumlah Kpdtn/km2
jalan
(km)

Eksis
ting

Min
i

+/
-

dev
iasi

1 KabupatenSumbaBarat 4,051.9
2

342,138 84 1,165 0.29 0.05 + 0.24

2 KabupatenSumbaTimur 7,000.5
0

179,014 26 1,390 0.20 0.05 + 0.15

3 KabupatenKupang 7,178.2
6

389,100 54 1,918 0.27 0.05 + 0.22

4 Kabupaten TimorTengah
Selatan

3,947.0
0

384,930 98 1,602 0.41 0.05 + 0.36

5 Kabupaten TimorTengah
Utara

2,669.6
6

190,034 71 1,009 0.38 0.05 + 0.33

6 KabupatenBelu 2,445.5
7

259,171 106 920 0.38 0.15 + 0.23

7 KabupatenAlor 2,864.6
0

158,188 55 1,279 0.45 0.05 + 0.40

8 KabupatenFloresTimur 3,079.2
3

283,770 92 1,265 0.41 0.05 + 0.36

9 KabupatenSikka 1,731.9
2

256,176 148 980 0.57 0.15 + 0.42

10 KabupatenEnde 2,064.6
2

231,348 112 1,026 0.50 0.15 + 0.35

11 KabupatenNgada 3,037.8
8

218,282 72 1,355 0.45 0.05 + 0.40

12 KabupatenManggarai 7,136.4
0

593,290 83 2,324 0.33 0.05 + 0.28

13 KotaKupang 160.34 221,095 1,379 563 3.51 1.5 + 2.01

PROPINSINTT 47,3683,706,536 78 16,796 0.35 0.05 + 0.30

Keterangan:
+=diatasSPM -=dibawahSPM
Sumber:Tamin,Ofyar.2002

Bilamanadilihatdaribesarnyanilaiindeks
aksesibilitas per Kabupaten/Kota, indeks
aksesibilitas eksisting yang ada hampir
semuanyaberadadibawahangka1km jalan
perkm2luaspelayanan(kecualiuntukKota
Kupangyangangkanyatelahmencapai3,51
km/km2). Artinya bahwa di setiap km2
wilayahdipropinsiNTThanyatersediajalan
kuranglebih0,35km.Katakanlahruasjalan
yang ada tersebut dianggap lurus dan
terdistribusimeratadiseluruhwilayahmaka
jaringan jalan yang ada akan tidak
terhubungkan. Secara jaringan, dengan
memperhatikan ilustrasi pada Gambar 5
makapadadasarnyaminimalidealnyasetiap

bagian wilayah,katakan per1 km2,harus
terhubungkan dengan wilayah lainnnya.
Dengankatalain,sebenarnyadiPropinsiNTT
masih membutuhkan adanya penambahan
panjang jalan,terutama untuk menjangkau
wilayahterpencil.Strategipalingbaikuntuk
menambah akses jalan ke setiap wilayah
yang ada diPropinsiNTT adalah dengan
memisahkanluaswilayahhutandankawasan
lindung (yang memang akses ke wilayah
tersebutdibatasi)dankemudianmemeriksa
keterhubungan wilayah yang dapat
dikembangkan dengan jaringan jalan ke
wilayahlainnya.



Gambar5IlustrasiKondisiAksesibilitasdiPropinsiNTT

4.3 Aspek Mobilitas Jaringan Jalan di
PropinsiNTT

Aspek mobilitas terkait dengan
kemudahan seseorang untuk melakukan
perjalanan,tentusajadenganmenggunakan
jaringan jalan yang ada.Dalam pengertian
tersebut,makasatuanSPM-nyapunberupa
proporsiantara panjang jalan yang tesedia
relatifterhadapjumlahpendudukyangharus
dilayani(dalam haliniper1000penduduk),

atau dalam bahasa teknis diekspresikan
dengan besaran km jalan/1000 penduduk.
Besarnya nilaiaspek mobilitas atau lebih
tepatdikatakansebagaiindeksmobilitasini
divariasikan menurut PDRB perkapita
penduduk di wilayah yang bersangkutan,
artinya bahwa semakin tinggiPDRB suatu
komunitas penduduk maka kebutuhan
perjalananperorangnyaakanbertambahdan
olehkarenaitukebutuhanakanjaringanjalan
jugaakanbertambah.

Tabel4IndeksMobilitasJaringanJalandiSetiapKabupaten/KotadiPropinsiNTT

N
o

Kab/Kota

PDRBNilai
Konstan1993(jtRp)

Panjang
jalan

Indeksmobilitas
(km/000penduduk)

Jumlah Perkapita (km) Eksisting Minimum +/- Deviasi

1 KabupatenSumbaBarat 170,653 0.50 1,165 3.41 0.2 + 3.21

2 KabupatenSumbaTimur 164,803 0.92 1,390 7.76 0.2 + 7.56

3 KabupatenKupang 349,302 0.90 1,918 4.93 0.2 + 4.73

4 Kabupaten Timor Tengah
Selatan

218,175 0.57 1,602 4.16 0.2 + 3.96

5 Kabupaten Timor Tengah
Utara

126,363 0.66 1,009 5.31 0.2 + 5.11

6 KabupatenBelu 165,784 0.64 920 3.55 0.2 + 3.35

7 KabupatenAlor 111,657 0.71 1,279 8.09 0.2 + 7.89

8 KabupatenFloresTimur 175,972 0.62 1,265 4.46 0.2 + 4.26

9 KabupatenSikka 190,689 0.74 980 3.83 0.2 + 3.63

10 KabupatenEnde 183,479 0.79 1,026 4.43 0.2 + 4.23

11 KabupatenNgada 159,945 0.73 1,355 6.21 0.2 + 6.01

12 KabupatenManggarai 317,277 0.53 2,324 3.92 0.2 + 3.72

22 KotaKupang 479,291 2.17 563 2.55 1.0 + 1.55

PROPINSINTT 2,834,510 0.76 16,796 4.53 0.2 + 4.33

Keterangan:
+=diatasSPM -=dibawahSPM
Sumber:Tamin,Ofyar.2002

Hasilestimasiindeks mobilitas jaringan
jalanuntuksetiapKabupaten/KotadiPropinsi
NTT disampaikan pada Tabel4. Secara
umum,disetiapKabupaten/KotadiPropinsi
NTT sudahberadapadatingkatandimana
kebutuhanpendudukakanmobilitasdengan

menggunakanjaringanjalansudahterpenuhi.
Namundemikianjikadicermatibahwapada
dasarnya PDRB perkapita diPropinsiNTT
masih cukup rendah hanya sekitar 35%
dibandingkan dengan kondisi di seluruh
Indonesia yang saat ini telah mencapai



sekitar2,1jutaRp/penduduk/tahun.

4.4 KonsepPengembanganInfrastruktur
TransportasidiPropinsiNTT

JikadilihatdariRencanaTataRuang
WilayahPropinsiNusaTenggaraTimur,maka
di Propinsi ini terdapat 3 kota pada
Hirarki/Jenjang I, 14 kota dengan
Hirarki/Jenjang II, dan 29 kota dengan
Hirarki/Jenjang III.Selain itu propinsiNTT
juga berbatasan dengan PropinsiNTB di
sebelahbaratdandisebelahtimurdengan
PropinsiMaluku dan Negara TimorLeste.
Pedoman untuk menentukan fungsijalan
yang menghubungkan kota-kota tersebut
dilakukandarihirarkikotayangtertinggiyang
akan dihubungkan. Adapun prosesnya
sebagaiberikut:

(1)Kota Hirarki I harus dihubungkan
denganKotaHirarkiIlaindandenganKota
HirarkiIIolehrutejalan-jalanyangberfungsi
arteriprimer.

(2)Kota HirarkiII harus dihubungkan

denganKotaHirarkiIIlaindandenganKota
HirarkiIIIolehrutejalan-jalanyangberfungsi
kolektorprimer.

(3)Jikaletaksuatukotamerupakanjalur
atau rute yang menghubungkan dua kota
yanghirarkinyalebihtinggimakadiasumsikan
bahwa kota tersebut telah terhubungkan
dengansistem fungsijalanyangbenar.

Problem yang timbuluntuk menetapkan
fungsijalandipropinsiNTTiniadalahbahwa
kondisigeografisnyayangberupakepulauan.
Dengankondisiinimakajaringanjalanyang
ada akan dihubungkan dengan lintas
penyeberangan dengan fungsiyang sama
sepertifungsijalan yang dihubungkannya.
Dengan menggunakan pengertian tersebut
maka idealisasi konsep pengembangan
infrastruktur transportasisecara skematis
untuk Propinsi NTT dapat digambarkan
sepertipadaGambar6.

Gambar6IdealisasiKonsepPengembanganInfrastrukturTransportasi
diPropinsiNTT

5.PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan paparan makalah ini

makadapatdisimpulaknbahwa:



1.Dokumen MP3EI sesungguhnya harus
dipahami oleh 3 pilar pelaku MP3EI
(pemerintah dan pemerintah daerah,
pelaku bisnis,dan akademisi)sebagai
dokumen kerjayang komplemen,bukan
pengganti,daridokumen RPJPN tahun
2005-2025,sekaligussebagaisalahsatu
acuan penyusunan RTRW
Propinsi/Kabupaten/Kota;

2.Secara umum, indeks aksesibilitas
eksisting untukseluruh Kabupaten/Kota
diNTThampirsemuanyaberadadibawah
angka1km jalanperkm2luaspelayanan
(kecuali untuk Kota Kupang yang
angkanyatelahmencapai3,51km/km2).
Artinyabahwajaringanjalanyangadadi
propinsiNTT,secara kuantitas relatif
terhadap luas wilayah dan kepadatan
penduduk, kebutuhan jaringan jalannya
telah mencukupi atau diatas nilai
minimum yang ditetapkan dalam SPM
jalan, namun sesungguhnya belum
terhubungkanantarasatuwilayahdengan
wilayahlainnnya.

3.Hasilestimasiindeksmobilitasjaringan
jalan untuk setiap Kabupaten/Kota di
Propinsi NTT berada pada tingkatan
dimana kebutuhan penduduk akan
mobilitasdenganmenggunakanjaringan
jalansudahterpenuhi.Namundemikian,
jikadicermatimakapadadasarnyaPDRB
perkapita diPropinsiNTT masih cukup
rendah yakni hanya sekitar 35%
dibandingkandengankondisidiIndonesia
yangsaatinitelahmencapaisekitar2,1
juta Rp/penduduk/tahun. Hal ini
mengingatjaringanjalantidakterhubung
antarsatu wilayah dengan wilayah lain
akibathambatangeografis(kepulauan).

5.2Saran
1.Problem yangtimbuluntukmenetapkan

fungsijaringanjalandipropinsiNTT ini
adalahkondisigeografisnyayangberupa
kepulauan, sehingga perlu dipikirkan
aspekmultimodayangmantapsebagai
cirijaringantranspotasidiPropinsiNTT
yang berbentuk kepulauan. Dengan
demikian makapemenuhan syaratSPM

jaringanjalandiNTTtidaksajaterbatas
padaukurankuantitastetapiberdampak
padapeningkatanpertumbuhanekonomi
diberbagaikawasandiNTT.

2.Jika dilihat dariRTRW PropinsiNusa
Tenggara Timurdan dikaitkan dengan
Kebijakan MP3EImaka diPropinsiini
terdapat3kotapadaHirarki/JenjangI,14
kota dengan Hirarki/Jenjang II,dan 29
kotadenganHirarki/JenjangIII.Jaringan
jalanyangadaharusdihubungkandengan
lintaspenyeberangandenganfungsiyang
samasepertifungsijalan.Khususuntuk
daerah perbatasan, maka perlu
dipertimbangkan untuk pengembangan
kawasandiMorotaing,Apui,Wini,Oelolok
dan Betun sebagai kota dengan
Hirarki/JenjangIII.
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